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Motto,
... Katakanlah-. “Makak sama orang-orang yang mengetahui 

dengan orang-orang yang tidak mengetahui ? Sesungguhnya orang 

yang berakallah yang dapat menerinm pelajaran. ” 

(M-Quran. Surat M- Zumar ayat9)

"..Mlah meninggikan orang yang beriman diantara kamu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat..." 

(Al-Ouran, Surat MMujaadaiah ayat11)

“ Kebenaran tetaplah kebenaran meskipun itu pahit dan sulit.
Kejahatan tetap saja kejahatan sekalipun manis dan mudah.

S adi teguhkanlah niat, kuatkaniahiman dan selalu tetap berjihad dan istigomah dijalan­
nya. Karena Mlah SUiZ selalu bersama orang -orang pemberani dan sabar ”.

(Mn^oor Oumar)

Persembahan t 

’h Kapak dan Smak Zereinta 

* Papa dan Mama’ Zereinta 

’h JlySnwty pantar 

’h Saudara-saudara terkasih
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki kondisi geografis berupa daratan yang terdiri dari 

beribu-ribu pulau besar dan kecil serta berupa perairan yang terdiri dari sebagian 

besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui 

darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Melalui keadaan dan kondisi ketiga jalur pengangkutan tersebut, 

mendorong dan menjadikan alasan penggunaan alat pengangkut moderen yang

digerakan secara mekanik.

Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan 

pembangunan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan 

pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok 

tanah air Negara Indonesia, misalnya seperti sektor industri, sektor perdagangan, 

sektor pariwisata, sektor pendidikan dan lain sebagainya.2

Pentingnya peranan pengangkutan dirasakan oleh setiap manusia diberbagai 

tempat. Baik di desa dan kota, bahkan di seluruh negara dibelahan dunia ini. Karena 

dengan adanya sarana pengangkut baik itu untuk mengangkut barang dan/ atau orang

Abdulkadir Muhammad., Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2lbid, hlm.8
1998, hlm. 7.

t
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dari satu tempat ke tempat lainnya guna untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi 

nilai sehingga didapatkan manfaat yang maksimal.

Selain itu perkembangan dibidang pengangkutan mendorong perkembangan 

pendidikan dibidang ilmu dan teknologi pengangkutan moderen, sarana dan prasarana 

angkutan moderen dan hukum pengangkutan moderen terutama mengenai aturan- 

aturan perkeretaapian, kapal, pesawat terbang dan sumber daya manusianya.

Perpindahan orang dan/ atau barang dapat dilakukan melalui darat, laut, 

maupun udara. Dengan kondisi dan keadaan Negara Kesatuan Repulik Indonesia 

yang terdiri dari banyak pulau dan daerah dengan jarak yang berbeda-beda antara 

satu pulau dengan pulau yang lainnya serta banyaknya barang atau muatan yang akan 

dikirim ke berbagai daerah baik untuk kebutuhan nasional maupun kebutuhan 

internasional. Hal itu membutuhkan sarana perhubungan yang cepat, efisien, 

ekonomis dan nyaman serta aman.

Seiring dengan perkembangan jaman dan semakin canggihnya teknologi di 

bidang pengangkutan yakni dimulai dengan penggunaan jasa angkutan darat dan 

perairan yang membutuhkan waktu lama dan sumber daya manusia yang tidak sedikit 

jumlahnya dalam melakukan kegiatannya pengangkutan baik berupa barang dan/ atau 

orang. Kemudian guna untuk memberikan fasilitas dan daya guna 

pengangkutan yang lebih cepat dan lebih moderen dalam hal pengangkutan yang 

bersifat komersial untuk umum, baik barang dan/ atau orang dari satu tempat tujuan 

ke tempat tujuan lainnya. Maka diciptakanlah sarana pengangkutan melalui udara, 

yakni menggunakan pesawat terbang atau pesawat udara yang lebih menghemat

sarana
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waktu, tenaga dan sumber daya manusia dalam operasional kegiatannya 

dibandingkan dengan prasarana angkutan lainnya. Sehingga melalui pengangkutan 

udara merupakan pilihan yang sangat tepat dalam kehidupan di era moderen dan 

teknologi canggih guna untuk mendukung kegiatan perpindahan barang dan/ atau 

orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya.

Kemudian mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan 

negara yang sangat luas dengan banyaknya pulau yang membentang diwilayahnya 

sehingga memperkuat peranan dan fungsi pengangkutan udara dalam posisi yang 

sangat penting dan strategis dalam mewujudkan wawasan nusantara, memperkukuh 

ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai 

tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.3

Selain itu penerbangan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat 

dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang ditata dalam sistem transportasi 

nasional, yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, 

mempunyai karakteristik mampu mancapai tujuan dalam waktu cepat, berteknologi 

tinggi dan memerlukan tingkat keselamatan tinggi sehingga perlu dikembangkan 

potensinya dan ditingkatkan perannya sebagai penghubung wilayah baik nasional 

maupun internasional, sebagai penunjang dan pendorong, serta penggerak 

pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.4

3 Lihat UU No. 15 Tahun 1992, bagian Menimbang.
4 Ibid
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Mengingat pentingnya fungsi pengangkutan udara dan luasnya permasalahan 

dalam bidang ini maka penulis hanya akan membahas pada ruang lingkup mengenai 

pengangkutan udara khususnya pengangkutan udara niaga (umum) yang bersifat 

komersial, guna membatasi permasalahan.

Dalam penyelenggaraan angkutan udara untuk memenuhi permintaan akan 

angkutan udara meliputi penerbangan komersial, termasuk penerbangan 

berjadwal dan tidak berjadwal, baik domestik maupun internasional, penerbangan 

, penerbangan transmigrasi, penerbangan perintis dan penerbangan haji.5 

Sarana transportasi yang digunakan dalam pelayanan pengangkutan barang 

melalui udara yakni menggunakan pesawat udara atau pesawat terbang. Dalam hal ini 

yang dimaksud dengan pesawat terbang dan pesawat udara adalah berdasarkan

jasa

umum

Undang-Undang No. 15 Tahun 1992 pada Pasal 1 ayat (3), yakni yang dimaksud

dengan: “Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap 

tetap, dan dapat terbang dengan tenaganya sendiri”. Sedangkan mengenai pesawat 

udara diatur pada Pasal 1 ayat (5) : “Pesawat udara adalah setiap alat yang dapat 

terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara”.

Pesawat terbang atau pesawat udara sebagai sarana pengangkutan udara, 

sebagai sarana pengiriman barang yaitu mengangkut hasil alam dan produksi dari satu 

tempat ke tempat lainnya sudah barang tentu memiliki banyak aspek pengaturan 

berikut persyaratan-persyaratan agar barang-barang tersebut dapat diangkut dan

5 K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni, Bandung, 1987.
hlm. 63.
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dikirim dari daerah yang satu ke daerah lainnya atau dari satu negara ke negara 

lainnya. Sehingga dalam penyelenggaraan pengangkutan barang antara para pihak 

perlu adanya pengaturan baik berdasarkan ketentuan pemerintah nasional maupun 

pengaturan yang berdasarkan pengaturan internasional.

Pengirim barang sebagai salah satu pihak dalam kegiatan pengangkutan ini 

tentunya berkepentingan dan berkeinginan barang yang dikirimnya melalui maskapai 

penerbangan sampai ke tempat tujuan dengan baik, utuh seperti pada saat akan di 

kirim serta tepat waktu sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh pihak pengangkut. 

Kemudian pengangkut sebagai pihak yang lainnya, sudah barang tentu berusaha dan 

berupaya semaksimal dan sebaik mungkin menjalankan tugas dan perannya serta 

bertanggung jawab sebaik mungkin.

Bagi pihak pengangkut dihadapkan dengan banyak kendala dan masalah serta 

risiko pada waktu melakukan penerbangan. Risiko yang dihadapi yakni hal-hal yang 

akan mungkin menimbulkan kerugian baik dari segi ekonomis barang dan 

ketidaktepatan waktu kedatangan barang yang dikirim. Sehingga akan menyebabkan 

hilangnya keuntungan yang sudah diharapkan oleh pihak pengirim maupun hal-hal 

lainnya yang akan dihadapi oleh pihak pengangkut pada saat melakukan 

penerbangan.

Keinginan dan kepentingan pengirim adalah hal yang wajar, berhadapan 

dengan kepentingan pengangkut yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya 

yang berat dihadapkan dengan hal-hal yang berisiko selama waktu penerbangan 

berkepentingan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan mengenai hal-hal mana
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sudah pasti berkaitan dengan dengan risiko-risiko yang dihadapi pihak 

pengangkut. Dalam hal ini baik risiko yang terjadi karena kondisi alam maupun 

akibat perbuatan manusia.

Memandang pentingnya makna pengangkutan udara bagi upaya untuk 

mencapai kesejahteraan manusia, pemerataan pembangunan yang mana 

pengangkutan udara merupakan bagian dari pembangunan bangsa dan negara maka 

diperlukannya pengaturan yang menyelaraskan hal-hal yang berkaitan antara 

pengirim dengan pengangkut sehingga selaras juga dengan kepentingan

yang

pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu cara untuk menyelaraskan antara kepentingan pihak pengirim

barang dengan pihak pengangkut dalam hal pengangkutan barang melalui maskapai 

penerbangan yaitu dengan diterbitkannya Surat Muatan Udara. Pengaturan dalam 

pengangkutan barang dan/ atau orang melalui angkutan udara guna untuk kelancaran 

dan juga kepastian hukum dalam penyelenggaraannya memiliki banyak sudut 

pandang pengaturannya.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, maka hanya akan membatasi 

diri pada sudut pandang atau pada aspek pengaturan perjanjian pengangkutan udara 

dengan diterbitkannya surat muatan udara sebagai salah satu dokumen pengangkutan 

barang melalui jasa pengangkutan udara, khususnya dalam hal pengangkutan udara 

niaga.

Jadi sebagai salah satu dokumen udara yang diperlukan dalam perjanjian 

pengangkutan barang melalui udara selain daripada tiket penumpang dan tiket bagasi
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yakni surat muatan udara (SMU). Surat Muatan vrachtbicf’ Udara merupakan salah 

satu alat bukti dokumen udara yang berkaitan dengan pengiriman barang dari si 

pengirim barang dengan penyelenggara atau pihak pengangkut dari satu tempat ke 

tempat lainnya dengan menggunakan sarana penerbangan atau maskapai 

penerbangan.

Surat Muatan Udara adalah suatu surat yang ditanggali, tempat dan

pihakditandatangani oleh kedua belah pihak baik pihak pengirim maupun 

pengangkut. Pengangkut menyatakan telah menerima barang-barang tertentu yang

akan diangkutnya ke suatu tempat tujuan yang telah ditentukan dan disana

menyerahkan kepada orang yang ditunjuk beserta perjanjian-perjanjian apa saja

penyerahan akan terjadi.

Akan tetapi sejauh mana pengaturan dan fungsi surat muatan udara tersebut 

dan juga keefektivitasannya baik bagi pihak pengirim maupun pihak pengangkut 

dalam penyelenggaraan pengangkutan barang melalui udara perlu diteliti lebih lanjut. 

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul :

Analisis Yuridis Fungsi Surat Muatan Udara Di Dalam Perjanjian

Pengangkutan Barang Melalui Maskapai Penerbangan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan sesuai dengan judul skripsi yang 

penulis lakukan, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan :
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1. Apakah fungsi Surat Muatan Udara bagi para pihak dalam pengangkutan barang 

melalui maskapai penerbangan?

2. Apakah ruang lingkup dan batasan mengenai klausula-klausula dalam Surat 

Muatan Udara yang dibuat pihak pengangkut?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan di atas maka yang menjadi tujuan dari

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fungsi Surat Muatan bagi para pihak dalam pengangkutan

barang melalui maskapai penerbangan.

2. Untuk mengetahui ruang lingkup dan batasan mengenai klausula-klausula

dalam Surat Muatan Udara yang dapat di buat oleh pihak pengangkut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum 

pengangkutan udara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melaksanakan dan 

menentukan kebijakan di dalam bidang pengangkutan barang melalui 

udara.
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b. Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dan pembahasan ini menjadi 

masukkan yang berguna bagi penulis sendiri, perusahaan pengangkutan 

udara, pengguna jasa pengangkutan barang melalui udara serta masyarakat 

luas pada umumnya.

E. Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan bidang 

pengangkutan udara khususnya mengenai pengangkutan barang atau muatan, maka 

penulis perlu memberi batasan mang lingkup permasalahan agar penulisan skripsi ini 

tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas. Jadi ruang lingkup

penelitian ini akan dibatasi hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan

pelaksanaan mengenai dokumen udara khususnya Surat Muatan Udara pada PT.

Garuda Indonesia di kota Palembang. Hal ini dilakukan agar analisis terhadap

permasalahan menjadi objektif, terarah dan mendalam.

Selain itu juga Penulis bertitik tolak pada ketentuan Undang-Undang No. 15 

Tahun 1992, Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordonnantie-Staatsblad 

1939 No. 100), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1995, 

Peraturan Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan masalah ini, Konvensi Warsawa 

dan Perjanjian-Perjanjian Internasional lainnya yang berkenaan dengan masalah ini.
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F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, 

yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan 

atau interview 6

wawancara

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini lebih mengedepankan pada jenis penelitian hukum normatif yaitu 

Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan menalaah 

beberapa bahan bacaan yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan 

skripsi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi data Penulis

melakukan wawancara sebagai data penunjang, agar diperoleh data akurat atau

lengkap.

2. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan 

melalui buku-buku pustaka, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang ada 

hubungan dengan penulisan skripsi ini. 

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan penelitian.

Soerjono SoekantoPengantar Penelitian Hukum. Cet. Ketiga, Universitas Indonesia 
Jakarta, 1984,hlm. 21.
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Sedangkan mengenai sumber data yang diperoleh dari data kepustakaan, 

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Peraturan Perundang-

undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan 

dapat membantu menganalisis bahan hukum sekunder, antara lain tulisan para

ahli.

c. Bahan Hukum tertier atau bahan hukum penunjang

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, antara lain : karya-karya ilmiah, pendapat para

ahli, artikel, majalah atau koran.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Palembang pada PT. Garuda Indonesia.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni data-data yang diperoleh dari

penelitian akan di analisa secara sistematis berupa uraian-uraian dalam kalimat

terstruktur yang menghasilkan jawaban dari permasalahan. Hasil analisis masalah 

kemudian digunakan untuk membuat suatu kesimpulan dengan metode deskriptif 

kualitatif.
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